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ABSTRACT

THE ANALYSIS OF INFLUENCE LOCAL REVENUE OF FINANCIAL

PERFORMANCE OF REGENCY AND MUNICIPAL GOVERNMENT

IN SUMATERA ISLAND

By :

Wahono

This study aims to test and provide empirical evidence region characteristic which
influence of financial performance of regency in Sumatra island. This testing
conducted on 212 districs / cities in Sumatra island. As for the amount of data used as
example 198 while the remaining 14 are incomplete and unpublished data. Data
analysis is done by panel data analysis and research data processing by using test
equipment statistic eviews 9.

The researchers conclude that the variable of local tax doesn’t effect the financial
performance, local levies have a positive effect on financial performance.The
management of the separated area of wealth has no positive effect on financial
performance. Legal income has a positive effect in the government financial regency /
city in Sumatra island, determination coefficient is appropriated ( adjustedR2),
0,62994 or 62,99, it means there are 38,00% the various of variable are related which
is explained by other variable it is not entered in this research model.

Key Words: The elements of the analysis of influence local revenue and efficiently
of region financial peeformance.
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ABSTRAK

ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)

TERHADAP KINERJA KEUANGAN PEMERINTAH

KABUPATEN DAN KOTA DI PULAU SUMATERA

Oleh:
Wahono

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan memberikan bukti empiris karakteristik
daerah manakah yang berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah di
Pulau S umatera.Pengujian dilakukan terhadap 212 Kabupaten/Kota di pulau
Sumataera, adapun jumlah data yang dijadikan sampel 198 sedangkan 14 sisanya
merupakan data yang tidak lengkap atau belum dipublikasikan. Analisis data
dilakukan dengan analisis data panel dan pengolahan data penelitian dengan
menggunakan alat uji statistic Eviews 9.

Peneliti menyimpulkan bahwa variable Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan, Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan,
Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan, Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, koefisien
determinasi disesuaikan (AdjustedR2) 0,629943 atau 62,99 persen, berarti masih ada
38,00,% variasi variabel terikat yang dapat dijelaskan oleh variable lain yang tidak
dimasukkan dalam model penelitian ini.

Katakunci: Unsur-unsur PAD dan Efisiensi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah..
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BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi yang tinggi dengan sistem pemerintahansentralistik

selama pemerintahan Orde Baru ternyata rapuh dan menciptakan kesenjangan

ekonomi serta kemiskinan yang besar. Kondisi tersebut diperparah oleh krisis

ekonomi yang menyebabkan kualitas pelayanan publik terganggu dan seluruh

sektor perekonomian, sehingga mengakibatkan krisis kepercayaan terhadap

pemerintah. Lahirnya Undang-Undang (UU) Nomor 22 Tahun 1999 yang telah

direvisi UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan UU Nomor

25 Tahun 1999 yang direvisi menjadi UU Nomor 33 Tahun 2004 tentang

Perimbangan Keuangan Antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah,

mempunyai konsekuensi yang serius dalam pelayanan publik dan kinerja ekonomi

guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerah.

Secara umum telah terjadi pemekaran wilayah secara berlebihan setelah

reformasi, yaitu terbentuknya 217 (ditambah 65 usulan DOB lagi) daerah otonom

baru baik Provinsi, Kabupaten maupun Kota (ditambah 65 usulan DOB lagi). Dan

dari evaluasi diatas menunjukkan bahwa baru sedikit Daerah Otonomi Baru yang

berkinerja baik, sebagian besar Daerah Otonomi Baru belum menunjukkan kinerja

yang diinginkan bahkan boleh dikatakan memprihatinkan.Akibat Pemekaran
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Daerah ada beberapa akibat negatif yang dapat ditimbulkan oleh pemekaran

daerah, diantaranya adalah :

- Perebutan batas- batas wilayah, yaitu daerah mana yang masuk ke daerah

pemekaran dan masih tetap menjadi bagian daerah induk, apalagi bila wilayah

itu termasuk daerah “basah”.

- Penetapan ibukota juga sering menjadi pemicu konflik dan bentrok antar warga.

Karena masingmasing ingin ibukota Provinsi/Kabupaten/Kota baru ada di

daerahnya, karena ini akan mendatangkan banyak keuntungan, diantaranya

daerahnya akan lebih maju dan lebih dikenal.(Contoh penetapan Ibukota

Kabupaten Buton Utara antara di Ereka dan Buranga).

- Terjadi perebutan aset antara daerah induk dengan daerah pemekaran, mana

yang akan diserahkan dan mana yang tidak, sehingga sering terjadi kasus

rebutan “gono-gini”.

- Tarik ulur dalam penetapan pejabat kepala daerah sebelum pemilihan kepala

daerah definitif. Ini akan menimbulkan konflik antara Pemerintah Pusat dan

Provinsi atau antara Pemerintah Kabupaten/ Kota dan Provinsi, karena masing-

masing cenderung memaksakan calon yang diinginkan. Belum konflik pada

penentuan pejabat pengisi jabatan-jabatan eselon sering terjadi pertentangan

antara putra daerah dan bukan putra daerah, padahal belum tentu putra daerah

memenuhi syarat yang dibutuhkan.

- Pembentukan daerah baru akan menjadi beban fiskal bagi pemerintah pusat.

Pasalnya untuk setiap daerah otonom baru pemerintah harus menyuntikkkan
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dana untuk modal awal untuk membangun infrastruktur dasar seperti pusat

pemerintahan dan gedung DPRD.

- Pembentukan daerah baru juga menambah beban pembiayaan pemerintah pusat

baik dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus

(DAK). Beban ini akan bertambah akibat lemahnya daya dukung keuangan

daerah pemekaran. DAK yang tersedia lebih banyak digunakan untuk belanja

pegawai.

- Karena daerah otonom disamping berharap dana dari APBN, untuk bisa survive

mereka harus menggali PAD sebanyak-banyaknya, akibatnya telah terjadi

proses penambangan secara berlebihan dan tak terkendali di berbagai daerah

sehingga merusak hutan dan lingkungan.

- Dari segi politis, pemekaran wilayah dapat menumbuhkan perasaan homogen

daerah pemekaran baru (misal kesukuan, agama) yang justru akan memperkuat

perasaan egosentrisme. Bila tidak dikelola dengan baik akan menimbulkan

konflik horisontal maupun vertikal.

- Pemekaran daerah juga dapat menimbulkan ancaman terhadap keutuhan Negara

Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) karena semakin tersekat-sekatnya

wilayah terlebih kita adalah negara kepulauan. Hal ini semakin dikuatkan

adanya fakta bahwa di era otonomi daerah ini, tidak mudah bagi pemerintah

pusat dan gubernur untuk koordinasi dengan Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota

seolah telah menjadi raja-raja kecil di daerahnya, apalagi didukung oleh

perbedaan afiliasi partai politik diantara mereka. Hasil dan Evaluasi
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Berdasarkan evaluasi dari beberapa pihak, pemekaran daerah baru banyak yang

tidak berkembang sesuai tujuan dan sasarannya.(Nunik 2011)

Kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah yang mulai dilaksanakan

sejak tahun anggaran 2001 merupakan peluang bagi pemerintah daerah di

Indonesia untuk melaksanakan serta membiayai sendiri kemajuan pembangunan

di daerahnya masing-masing. Dalam 10 tahun paska reformasi telah terbentuk 217

daerah otonomi baru, terdiri dari 8 Provinsi, 175 kabupaten dan 34 kota. Total,

pada saat ini kita memiliki 34 provinsi, 398 Kabupaten dan 93 Kota (ditambah 4

Kota Administratif dan 1 Kabupaten Administratif di DKI Jakarta). Barangkali ini

termasuk salah satu bentuk kebablasan dari berbagai kebablasan lainnya yang

terjadi di era reformasi. Sempat dilakukan moratorium sejak 2009, setelah itu

tahun 2012 bertambah 12 DOB dan saat ini ada usulan lagi 65 DOB , terdiri dari 8

Provinsi dan 57 Kabupaten. Kesannya memang tidak terkendali, begitu mudah,

tidak ada syarat yang ketat dan sepertinya pemerintah pusat tidak kuasa

mencegahnya. Padahal di era Orde Baru pemekaran daerah terjadi dalam jumlah

yang sangat terbatas. Untungnya menyadari situasi ini Pemerintah pusat telah

melakukan moratorium pemekaran wilayah sejak tahun 2009.

Sesuai dengan hasil penelitian serta evaluasi terhadap pelaksanaan

PendapatanAsli Daerah (PAD), hanya beberapa daerah yang tergolong kaya yang

mampu membiayai sendiri proyek-proyek pembangunannya. Tuntutan yang tinggi

terhadap kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah berujung pada

kebutuhan pengukuran kinerja pemerintah daerah. Pengukuran kinerja pemerintah

daerah mempunyai banyak tujuan. Tujuan tersebut untuk meningkatkan kinerja
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dan meningkatkan akuntabilitas pemerintah daerah. Oleh karena itu pemerintah

daerah dituntut untuk mampu membangun ukuran kinerja yang baik. Kinerja

merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik  oleh pribadi maupun

organisasi. Apabila pencapaian sesuai dengan yang direncanakan, maka kinerja

yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa

yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus. Apabila pencapaian

tidak sesuai dengan apa yang direncanakan atau kurang dari apa yang

direncanakan, maka kinerjanya jelek (Nugroho,2012).

Dalam rangka menjalankan fungsi dan kewenangan pemerintah daerah

dalam bentuk pelaksanaan kewenangan fiskal, daerah harus dapat mengenali

potensi dan mengidentifikasi sumber-sumber daya yang dimilikinya. Pemerintah

daerah diharapkan lebih mampu menggali sumber-sumber keuangan khususnya

untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemerintahan dan pembangunan di

daerahnya melalui Pendapatan Asli daerah (PAD). Tuntutan peningkatan PAD

semakin besar seiring dengan semakin banyaknya kewenangan pemerintahan

yang dilimpahkan kepada daerah disertai pengalihan personil, peralatan,

pembiayaan, dan dokumentasi ke daerah dalam jumlah besar. Pendapatan Asli

Daerah dapat diartikan sebagai pendapatan yang bersumber dari pungutan-

pungutan yang dilaksanakan oleh daerah berdasarkan peraturan-peraturan yang

berlaku yang dapat dikenakan kepada setiap orang atau badan usaha baik milik

pemerintah maupun swasta karena perolehan jasa yang diberikan pemerintah

daerah tersebut. Oleh sebab itu daerah dapat melaksanakan pungutan dalam

bentuk penerimaan pajak, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang
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dipisahkan, dan PendapatanAsli Daerah (PAD) lainnya yang sah yang diatur

dalam undang-undang.

Sebuah PendapatanAsli Daerah (PAD)akan mengakibatkan peningkatan

kinerja keuangan pemerintah. Hal ini dapat terjadi karena Pemerintah Daerah

menekankan hasil atas PendapatanAsli Daerah (PAD) mereka berasal dari

berbagai sumber yang dikelola oleh daerah dalam bentuk penerimaan pajak,

retribusi dan penerimaan lainnya yang sah yang diatur dalam Undang-Undang.

PendapatanAsli Daerah (PAD) yang besar merupakan cerminan dari banyaknya

infrastruktur dan sarana yang dibangun berpengaruh positif pada pertumbuhan

ekonomi.

Semakin banyak pembangunan yang dilakukanakan meningkatkan

pertumbuhan kinerja keuangan daerah. Dengan ditambahnya infrastruktur dan

perbaikan insfrastruktur yang ada oleh pemerintah daerah, diharapkan akan

memacu pertumbuhan perekonomian di daerah.Dalam hubungannya dengan

pendapatan daerah ini, Pemerintah Provinsi di pulau Sumatera dalam menentukan

PendapatanAsli Daerah (PAD) setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota bersumber

dari :

a. Pajak Daerah

Yaitu pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan

peraturan perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan

daerah. Pungutan ini dikenakan kepada semua objek seperti orang / badan

dan benda bergerak/tidak bergerak.
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b. Retribusi Daerah

Yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran / pemakaian karena

memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata lain

retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu

jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang

dilepaskan dari penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui

anggaran Belanja Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan

dipertangung jawabkan tersendiri

d. Penerimaan Lain-lain PendapatanAsli Daerah (PAD) yang sah

Lain-lain PendapatanAsli Daerah (PAD) yang bukan   pajak dan retribusi

yang sah yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-

dinas yang tidak merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah,

misalnya dari Dinas Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas LLAJ

dan penerimaan lain-lain yaitu hasil penjualan milik daerah, penjualan

barang-barang bekas, cicilan rumah yang dibangun oleh pemerintah

daerah, penerimaan jasa dan giro-giro lain.

Dalam hal pengelolaan pembangunan dan keuangan, daerah memiliki

kewenangan untuk membuat kebijakan di bidang keuangan dan pengelolaan

anggaran di sisi penerimaan dan pengeluaran. Setiap daerah diwajibkan untuk

membuat suatu rencana atau rancangan keuangan daerah yang biasanya disebut
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dengan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Anggaran Pendapatan

Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan yang disusun oleh

pemerintah daerah yang sebelumnya telah dibahas dan telah disetujui oleh

pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), dan telah

ditetapkan dengan Peraturan Daerah (UU no 32 tahun 2004).

Tujuan perancangan APBD ini adalah agar pemerintah daerah dapat

memperkirakan berapa jumlah besaran pendapatan yang akan diterima dan

besaran jumlah pengeluaran yang akan dibelanjakan. Pengeluaran yang dilakukan

oleh pemerintah-pemerintah daerah dalam era otonomi daerah ini haruslah terkait

dengan penyediaan pelayanan publik. Pelayanan publik merupakan kegiatan

ataupun serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan

yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan

penduduk atas barang, jasa dan pelayanan adminstratif yang disediakan oleh

penyelenggara pelayanan publik. Bentuk pelayanan publik yang dimaksud dapat

berupa pelayanan kesehatan, pendidikan, keamanan, perumahan rakyat, penataan

ruang, perlindungan lingkungan hidup dan pelayanan lainnya yang dibutuhkan

oleh masyarakat.

Bila ditinjau dari teori keagenan, proses penyusunan APBD adalah

gambaran dari  kontrak antara principal dan agents. DPRD sebagai wakil

masyarakat yang telah memilihnya(voters), bertindak sebagai principal, diberikan

kuasa untuk memperjuangkan kebutuhan masyarakat guna peningkatan

kesejahteraan, agar dapat diakomodir dalam APBD (Andvig etal,2001). Dan
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pihak eksekutif selaku agen dari kontrak tersebut, diharapkan dapat mengusulkan

anggaran sesuai kebutuhan riil dalam penyelenggaraan  pemerintahan dengan

tujuan akhir kesejahteraan rakyat (Halim dan Abdullah, 2006; Latifah, 2010;

Abdullah, 2012).Dampak dari penerapan teori keagenan dalam proses

penyusunan anggaran adalah hal positif dalam bentuk efisiensi, namun lebih

banyak yang menimbulkan dampak negatif, yaitu munculnya oportunistik

(Latifah,  2010).  Adanya kondisi asimetri informasi antara eksekutif dengan

legislatif, legislatif dengan pemilih, menyebabkan terbukanya ruang  bagi

terjadinya oportunistik dalam proses penyusunan anggaran (Halim dan Abdullah,

2006; Bartolini and Santolini, 2007; Maria, 2009; Sularso, 2014).

Permasalahan yang sering muncul pada saat penyusunan anggaran adalah

ketika pihak– pihak yang terlibat, berupaya untuk memanfaatkan peluang guna

kepentingan pribadi dan kelompoknya dapat diakomodir dalam APBD (Suryarini,

2012). Kebijakan anggaran menjadi ajang perebutan kepentingan oleh berbagai

pihak, baik pemerintah, legislatif, partai politik, pengusaha, organisasi

masyarakat, maupun rakyat kecil (Sujaie, 2013). Beberapa modus oportunistik

yang sering terjadi, diantaranya menetapkan alokasi anggaran yang dimodifikasi

untuk memenuhi kepentingan politik   dan  kepentingan individu, mengusulkan

proyek-proyek tertentu yang dapat memberikan keuntungan salah satu pihak

dalam perencanaan anggaran, serta sikap cenderung  lebih memperjuangkan

realisasi penetapan anggaran atas proyek-proyek yang  mudah dikorupsi dengan

harapan mendapatkan kompensasi fee project yang cukup besar (Jumaidi, 2014).
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Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif

yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD.

Kemungkinan hal ini terkait dengan peran legislatif yang sangat besar dalam

penganggaran, terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan

anggaran dan pengesahan anggaran. Kondisi powerfull yang dimiliki legislatif

menyebabkan tekanan kepada eksekutif menjadi semakin besar. Posisi eksekutif

yang “lebih rendah” dari legislatif membuat eksekutif sulit menolak

“rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang memberikan

keuntungan kepada legislatif, sehingga menyebabkan outcome anggaran dalam

bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan publik.

Seringkali alokasi sumberdaya dalam proses penganggaran mengalami distorsi,

disaat penyusun anggaran berperilaku korup. Perilaku korup ini terkait dengan

kesempatan untuk memperoleh keuntungan pribadi maupun kelompok tertentu

pada kegiatan-kegiatan yang akan dibiayai dengan anggaran, yakni pengalokasian

akan lebih banyak untuk proyek-proyek yang mudah dikorupsi (Mauro, 1998a;

1998b) dan memberikan keuntungan politis bagi politisi (Keefer & Khemani,

2003). Artinya, korupsi dan kegiatan pencarian keuntungan di lingkungan

pemerintahan berpengaruh terhadap jumlah dan komposisi pengeluaran

pemerintah.

Pengeluaran daerah baik untuk belanja maupun pengeluaran pembiayaan

didanai dari Pendapatan Daerah. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri

Nomor 13 Tahun 2006, Pendapatan Daerah bersumber dari Pendapatan Asli
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Daerah (PAD), Dana Perimbangan dan Lain-Lain Pendapatan Yang Sah serta

penerimaan pembiayaan. Pada penelitian terdahulu (Abdullah, 2012; Maryono,

2013; Sularso dkk., 2014) menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan daerah

berpengaruh terhadap oportunistik penyusun anggaran.PAD adalah salah satu

sumber penerimaan daerah untuk membiayai pembangunan daerah dan pelayanan

kepada masyarakat (Oktriniatmaja, 2011). Legislatif akan mendorong eksekutif

untuk meningkatkan target pendapatan sehingga dapat meningkatkan alokasi

anggaran untuk program yang mendukung kepentingannya (Sularso, 2014).

Peningkatan jumlah PendapatanAsli Daerah (PAD)akan memberi peluang

bagi penyusun anggaran untuk mengalokasikan dana yang lebih besar untuk

bidang– bidang tertentu sesuai preferensinya.Sumber penerimaan lain untuk

membiayai  pengeluaran daerah adalah Dana Alokasi Khusus dan Dana Alokasi

Umum (DAU). Sesuai ketentuan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004

tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, Dana

Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, yang dialokasikan

kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan tertentu. Dana Alokasi

Khusus untuk mendanai kegiatan khusus yang ditentukan pemerintah atas dasar

prioritas nasional dan untuk mendanai kegiatan khusus yang diusulkan daerah

tertentu. Bidang pelayanan DAK terdiri dari Bidang Pendidikan, Bidang

Kesehatan. Bidang Infrastruktur, Bidang Pertanian, Bidang Perikanan dan

Kelautan, Bidang Prasarana Pemerintah dan Bidang Lingkungan Hidup.
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DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan Anggaran Pendapatan

dan Belanja  Negara   (APBN) yang  dialokasikan  dengan  tujuan  pemerataan

kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam

rangka pelaksanaan desentralisasi. Penggunaan DAU cukup fleksibel dan tidak

terikat dengan program pengeluaran tertentu, sehingga penyusun anggaran

memanfaatkan kondisi ini untuk mengusulkan kegiatan yang memberikan manfaat

meningkatkan self-interest-nya (Maryono, 2013).

Adapun kondisi PendapatanAsli Daerah (PAD)dalam APBD

Kabupaten/Kota se Sumatera, dalam penelitian ini meliputi Pendapatan Asli

Daerah (PAD), Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA), Dana Alokasi Umum

(DAU) dan Dana Bagi Hasil (DBH), sebagaimana tergambar dalam Tabel sebagai

berikut :

Tabel 1.1
Kondisi PAD, SiLPA, DAU dan DBH Kabupaten/Kota

se Sumatera Periode 2013-2015
(dalam milyar rupiah)

TAHUN PAD SILPA DAU DBH
2013 11.128,56 17.848,52 75.818,12 28.462,41
2014 12.953,75 14.097,85 81.913,04 29.328,36
2015 16.949,08 14.173,99 84.127,81 26.743,90

jumlah 41.031,40 46.120,37 241.858,98 84.534,68

Prosentase nasional 21.01% 26.99% 26.64% 8.27%
rata-rata  se-
sumatera

4.103,14 4.612,03 24.185,89 8.453,46

rata-rata nasional 8.170,82 7.688,30 41.043,89 48.732,19
Sumber : BPK RI (data diolah)

Dari Tabel diatas, dapat dilihat bahwa secara keseluruhan rata-rata PAD, SiLPA,

DAU dan DBH Kabupaten/Kota se Sumatera masih berada dibawah rata-rata
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nasional.Namun bukan berarti bahwa peluang korupsi APBD di Pulau Sumatera

relatif rendah atau sedikit bila dibandingkan dengan korupsi APBD secara

nasional.Hal tersebut selaras dengan data hasil pemeriksaan BPK RI atas

kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, kecurangan serta

ketidakpatutan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian

laporan keuangan.

Dari hasil pemeriksaan BPK RI tersebut, menunjukkan permasalahan

ketidakpatuhan Pemerintah Daerah yang meliputi permasalahan yang

mengakibatkan kerugian daerah, potensi kerugian daerah, dan kekurangan

penerimaan daerah, serta permasalahan yang tidak berdampak finansial yaitu

administrasi. Adapun data hasil pemeriksaaan BPK RI untuk regional Sumatera

dari tahun 2013-2015 yang memberikan gambaran permasalahan ketidakpatuhan,

sebagai berikut :

Tabel 1.2
Kondisi permasalahan ketidakpatuhan se Sumatera

Periode 2013-2015(dalam milyar rupiah)

Uraian 2013 2014 2015
Jumlah regional
sumatera

583,85 504,83 600,67

Jumlah Nasional 2.178,07 436,90 2.522,79
Persentase 23,02 20,72 23,81

Sumber : BPK RI (data diolah)

Dari kondisi sebagaimana pada Tabeldiatas, menunjukkan bahwa tingkat

permasalahan ketidakpatuhan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Sumatera berada

pada kisaran 20% dari total keseluruhan  permasalahan ketidakpatuhan

Pemerintah Kabupaten/Kota secara nasional. Permasalahan ketidakpatuhan

Pemerintah Kabupaten/Kota terhadap Peraturan Perundang-undangan dapat
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memberikan indikasi awal adanya praktik korupsi dalam pelaksanaan APBD

Kabupaten/Kota tersebut.

Praktik korupsi APBD juga terjadi pada saat pembahasan rancangan

anggaran dan pertanggungjawaban anggaran, dimana sering terjadi praktik suap

menyuap antara eksekutif dan legislatif, dengan tujuan agar pengesahan RAPBD

segera terlaksana sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan.Hal tersebut

sebagaimana dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melalui laman

beritanya, bahwa di Pulau Sumatera setidaknya terjadi beberapa kasus korupsi

yang terjadi pada saat penyusunan dan pembahasan PendapatanAsli Daerah

(PAD), yaitu yang ditandai dengan dilakukannya penangkapan dan penahanan

oleh KPK terhadap beberapa pejabat eksekutif dan legislatif daerahterkait dengan

pembahasan RAPBD. Adapun kasus korupsi tersebut sebagaimana disebut dalam

Tabel berikut :

Tabel 1.3
Kasus Korupsi/Suap Pembahasan APBD di Pulau Sumatera

No. Kasus Subjek Nilai

1. Penyusunan APBD Provinsi
Sumatera Utara TA. 2012-
2015

Gubernur Sumatera Utara
dan beberapa anggota
DPRD Prop. Sumut

Rp. 1.6 Milyar

2. Pembahasan APBD
Perubahan Propinsi Riau TA.
2014 dan RAPBD 2015

Gubernur Riau dan Anggota
DPRD Propinsi Riau

Rp. 2 Milyar

3. Pembahasan RAPBD
Kabupaten Musi Banyuasin
TA. 2015

Bupati Musi Banyuasin
beserta Istri, Kepala
DPPKD dan Kepala
Bappeda Kab. Muba dan
beberapa anggota DPRD
Kab. Muba

Rp. 2,56
Milyar

4. Pembahasan Kebijakan
Umum APBD dan Prioritas

Bupati Tanggamus Rp. 523 juta
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Plafon Anggaran Sementara
(KUAS PPAS) pada APBD
Kab. Tanggamus tahun 2016.

Sumber : Berita KPK Republik Indonesia

Disamping itu, masih terjadinya praktik ketidakkonsistenan sebuah

perencanaan awal dengan dokumen akhir yang dihasilkan, turut memberikan

celah bagi penyusun PendapatanAsli Daerah (PAD)dengan memasukkan kegiatan

diluar perencanaan dengan jumlah PendapatanAsli Daerah (PAD)yang sudah di

mark up, tidak sesuai dengan standar harga baku yang diberlakukan, dan

manipulasi spesifikasi barang dan jasa. Dengan kata lain, dalam APBD masih

membuka peluang terjadinya praktik anggaran program/kegiatan “siluman” atau

titip menitip proyek yang akan memberikan keuntungan bagi pihak tertentu.

Hal tersebut sebagaimana disebutkan oleh KPK, bahwa salah penyebab

keadaan tersebut adalah karena sistem keuangan pemerintah daerah yang masih

bersifat konvensional, lemahnya kendali atas anggaran yang telah ditetapkan, serta

minimnya transparansi publik dalam mengetahui anggaran APBD. KPK juga

menyebutkan bahwa sistem keuangan pemerintah daerah saat ini belum banyak

yang menganut sistem keuangan yang mendokumentasikan penyusunan anggaran

yang disimpan secara online dan bersifat terbuka bagi siapapun, sehingga bisa

diakses secara langsung oleh masyarakat.

Namun mengamati fenomena yang terjadi terkait proses penyusunan

APBD yang merupakan proses bersama antara legislatif dan eksekutif,  peneliti

tertarik untuk meneliti pengaruhPendapatanAsli Daerah
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(PAD)terhadapkinerjakeuanganpemerintah

dilihatdariefisientidaknyapemanfaatankeuangandaerahyang terjadi akibat

interaksi antara kedua pihak yang didasari adanya hubungan

keagenan.Berdasarkan uraian diatas, maka penting untuk diteliti/analisa pengaruh

PADterhadapkinerjakeuangan pemerintahKabupaten atauKota di pulau

Sumatera.

1.2.Rumusan Masalah.

Sehingga dari uraian diatas, penulis berusaha merumuskan masalah penelitian,

diantaranya yaitu:

1) Apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan Pemerintah

Daerah kabupaten/kota di pulau  Sumatera;

2) Apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Darah kabupatan/kota di pulau  Sumatera

3) Apakah lain-lain PAD yang sah berpengaruh terhadap Kinerja Keuangan

Pemerintah Darah kabupatan/kota di pulau Sumatera

4) Apakah hasil kekayaan Daerah yang dipisahkan berpengaruh terhadap

Kinerja Keuangan Pemerintah Darah kabupatan/kota di pulau  Sumatera

1.3.Tujuan Penelitian

Berdasarkan fenomena dan adanya kesenjangan implementasi kebijakan

tentang pengelolaan Pendapatan Asli Daerah  (PAD) terkait dengan kinerja

keuangan daerah, maka tujuan dari penelitian ini menguji dan memberikan

bukti empiris karakteristik daerah manakah yang berpengaruh terhadap

kinerja keuangan pemerintah daerah di PulauS umatera.
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1.4 Manfaat Penelitian.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua golongan

baik secara teoritis dan praktik seperti berikut:

1) Manfaat Teoretis.

Dari teori yang digunakan dalam penelitian ini, diharapkan mampu

memberikan informasi, menambah pengetahuan dan pemahaman penulis

mengenai pengaruh PADterhadapkinerjakeuanganpemerintahdaerahpada

Kabupaten/Kota Di Pulau Sumatera.

2) Manfaat Praktis.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan tambahan pengetahuan dan

wawasan bagi pihak eksekutif, yudikatif maupun legislatifuntuk mengambil

kebijakan dalam hal peningkatan kinerja keuangan pemerintah daerah., dan

dari penelitian ini juga, diharapkan adanya peningkatan pengawasan pada

proses penyusunan PendapatanAsli Daerah (PAD) sehingga dapat digunakan

sebagai bahan evaluasi kinerja pemerintah Kabupaten/Kota Di Pulau

Sumatera.
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BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Landasan Teori

2.1.1 Teori Kontingensi Struktural (Structure Contingency Theory)

Teori kontingensi strukturalmerupakan bagian dari teori organisasi.Teori

ini merangkum bahwa tiap organisasi mengadaptasi struktur dengan menggeser

keadaan yang tidak cocok (misfit) sebagai akibat adanya performansi rendah

kepada keadaan cocok (fit), dimana ada keteraturan untuk mencapai efektifitas dan

performansi organisasi, atau perubahan struktural sifat positif dan produktif

terhadap organisasi (Thoha, 2008).

Kritik pada teori muncul dari Pfeffer dan Salancik (1978) melihat bahwa

teori ketidakpastian struktural tidak memperhatikan aspek politik dalam

pembentukan struktur.Penelitian mereka tentang pengendalian kekuasaan

menyatakan struktur sebuah organisasi kapanpun merupakan hasil dari mereka

yang mempunyai kekuasaan untuk memilih struktur yang sampai tingkat

semaksimal mungkin mempertahankan dan memaksimalkan kontrol mereka.

Perspektif pengendalian kekuasaan tidak mengabaikan dampak dari besaran (size),

tekhnologi atau variabel ketidakpastian/kontingensi lainnya, justeru pengendalian

kekuasaan memperlakukan variabel kontingensi sebagai kendala yang dihadapi

melalui proses yang disebut sebagai proses politis.
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2.1.2. Kinerja Keuangan Pemerintahan Daerah

Kinerja diartikan sebagai aktivitas terukur dari suatu entitas selama

periode tertentu sebagai bagian dari ukuran keberhasilan pekerjaan. Selanjutnya

performance measurement atau pengukuran kinerja diartikan sebagai suatu

indikator keuangan atau non keuangan dari suatu pekerjaan yang dilaksanakan

atau hasil yang dicapai dari suatu aktivitas, suatu proses atau suatu unit organisasi.

Pengukuran kinerja merupakan wujud akuntabilitas,  di mana penilaian yang lebih

tinggi menjadi tuntutan yang harus dipenuhi, data pengukuran kinerja dapat

menjadi peningkatan program selanjutnya.

Dalam penelitian ini, yang dimaksudkan sebagai kinerja keuangan

pemerintah daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja di bidang

keuangan daerah yang meliputi anggaran dan realisasi PAD dengan menggunakan

indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan

perundang-undangan selama satu periode anggaran.Bentuk dari pengukuran

kinerja tersebut berupa rasio keuangan yaitu perbandingan antara realisasi

pendapatan asli daerah dengan jumlah belanja rutin (non pegawai).

Pemerintah daerah sebagai pihak yang diserahi tugas menjalankan roda

pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan masyarakat wajib menyampaikan

pertanggungjawaban keuangan daerahnya untuk dinilai apakah pemerintah daerah

berhasil menjalankan tugasnya dengan baik atau tidak.Salah satu alat untuk

menganalisis kinerja keuangan daerah dalam mengelola keuangan daerahnya

adalah dengan melakukan analisa rasio keuangan terhadap APBD yang telah

ditetapkan dan dilaksanakannya (Halim, 2004).Hasil analisis rasio keuangan ini.
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selanjutnya digunakan untuk tolak ukur dalam :

1. Menilai kemandirian keuangan daerah dalam membiayai  penyelenggaraan

otonomi keuangan daerah.

2. Mengukur efektifitas dan efesiensi dalam merealisasikan pendapatan daerah.

3. Mengukur sejauh mana aktivitas pemerintahan daerah dalam   membelanjakan

pendapatan daerahnya

4. Mengukur kontribusi masing-masing sumber pendapatan dalam

pembentukan pendapatan daerah

5. Melihat pertumbuhan/perkembangan perolehan pendapatan dan

pengeluaran yang dilakukan selama periode waktu tertentu.

Sejalan dengan otonomi daerah yang mulai efektif diberlakukan sejak

Januari 2001 (Perda No. 11 Tahun 2003 tentang pokok-pokok pengelolaan

Keuangan daerah) maka perlu diketahui bagaimana kinerja keuangan pemerintah

Kabupaten dan Kota di Sumatera. Kinerja tersebut dapat diketahui dari tolak ukur

kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit organisasi

perangkat daerah. Sehubungan dengan penelitian ini penulis membahas mengenai

pendapatan asli daerah dan komponennya yang mempengaruhi kinerja keuangan,

da beberapa rasio yang dikemukakan disini yang dikutip dari yaitu (Arifin, 2005)

Diukur dengan menggunakan derajat otonomi fiskal yang menunjukkan

kemampuan daerah dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerahnya.Derajat

otonomi fiskal diukur dengan mengukur rasio antara PAD terhadap penerimaan

APBD tanpa subsidi.
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1.1.3. Efisiensi

Mardiasmo (2009) mendefinisikan bahwa sistem pengukuruan kinerja

publik adalah suatu sistem yang bertujuan untuk membantu manajer publik

menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur finansial dan non finansial.

Adapun indikator kinerja seperti yang dikemukakan oleh Mardiasmo (2009)

bahwa sekurang-kurangnya ada empat tolak ukur penilaian kinerja keuangan

pemerintah daerah yaitu:

1. Penyimpangan antara realisasi anggaran dengan yang ditargetkan yang

ditetapkan dalam APBD.

2. Efisiensi biaya.

3. Efektivitas program.

4. Pemerataan dan keadilan.

Jones dan Pendlebury (2010) menyatakan efisiensi diukur dengan rasio

antara output dengan input. Rasio efisiensi tidak dinyatakan dalam bentuk absolut

tetapi dalam bentuk relatif.Pengukuran tingkat efisiensi memerlukan data-data

reaisasi biaya untuk memperoleh pendapatan dan data realisasi Belanja. Berikut

formula untuk mengukur tingkat efisiensi menurut Rowan Jones:

Realisasi pendapatan

Realisasi Biaya/Belanja
x 100%

Kriteria efisiensi adalah:

a. Jika diperoleh nilai kurang dari 100% (x < 100%) berarti tidak efisien.

b. Jika diperoleh nilai sama dengan 100% (x=100%) berarti efisiensi berimbang.

c. Jika diperoleh nilai lebih dari 100% (x > 100%) berarti efisien.
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2.1.3.1.Pendapatan Asli Daerah (PAD) Sebelum Otonomi Daerah.

Pembangunan ekonomi suatu daerah membutuhkan sejumlah dana yang

diperoleh atau berasal dari berbagai sumber yang dikelola oleh daerah. Dalam

otonomi daerah pembangunan ekonomi suatu daerah dilakukan berdasarkan

kemampuan pendapatan daerah, karena hak atas pengelolaan sumber-sumber

keuangan daerah dan pembangunan ekonomi di daerah, telah diserahkan secara

otonom kepada Pemerintah Daerah yaitu Pemerintah Kabupaten dan Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah penerimaan daerah yang diperoleh

dari berbagai usaha pemerintah daerah dalam mengumpulkan dana, yang

digunakan sebagai pendanaan keperluan daerah bersangkutan dalam membiayai

kegiatan rutin maupun pembangunannya. Pendapatan asli daerah diartikan sebagai

pendapatan daerah yang tergantung pada keadaan perekonomian dan potensi dari

sumber-sumber pendapatan asli daerah itu sendiri. Sementara Darise (2009)

mengemukakan, Pendapatan Asli Daerah yaitu pendapatan yang diperoleh daerah

yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-

undangan. PAD itu sendiri perlu terus ditingkatkan agar dapat membiayai baik

secara keseluruhan maupun sebagian beban belanja yang diperlukan, untuk

penyelenggaraan pemerintahan dan kegiatan pembangunan yang setiap tahun

meningkat, sehingga kemandirian otonomi daerah yang luas, nyata dan

bertanggungjawab dapat dilaksanakan. Menurut Bastian (2006), Pendapatan Asli

Daerah meliputi hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil perusahaan milik

daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan serta lain-lain

pendapatan asli daerah yang sah. Hal tersebut sebagaimana diatur dalam pasal 6
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Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah (PAD)

bersumber dari : 1. Pajak daerah, yaitu iuran wajib yang dilakukan oleh orang

pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang

dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan di daerah dan

pembangunan daerah. 2. Retribusi daerah, yaitu pungutan daerah sebagai

pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan

dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau

badan. 3. Kekayaan daerah yang dipisahkan, yaitu hasil penyertaan pemerintah

daerah kepada Badan Usaha Milik Negara/Daerah/Swasta dan Kelompok Usaha

Masyarakat. 4. Lain-lain PAD yang sah, yaitu pendapatan asli daerah yang tidak

termasuk pada kelompok di atas.

Berdasarkan ketentuan undang-undang di atas, bahwa sumber pendapatan

asli daerah yang paling utama di Kabupaten dan Kota di Sumatera adalah pajak

daerah dan hasil retribusi daerah. Oleh karena itu, untuk dapat melaksanakan

pembangunan ekonomi dengan baik, Pemerintahan Kabupaten dan Kota di

Sumatera dituntut untuk dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pendapatan asli

daerah dari hasil pajak dan retribusi daerah.

Sebelumnya telah dikemukakan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD)

adalah penerimaan pemerintah atas pajak daerah, retribusi daerah, pembagian laba

BUMD, dan lain-lain pendapatan yang sah, dimana keempat komponen diatas

(PAD) harus menjadi andalan utama bagi pembiayaan APBD sehingga

mengharuskan penerimaan PAD harus dioptimalkan penggaliannya. Hal ini yang
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dikatakan meningkatnya kinerja keuangan daerah.UU RI Nomor 32 Tahun 2004,

sumber pembiayaan daerah sangat didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah

pusat yang dikategorikan menjadi pendapatan yang diserahkan kepada

pemerintahan daerah dan subsidi kepada pemerintahan daerah. Dalam Pasal 55

UU tersebut dikatakan bahwa sumber pendapatan daerah otonom yaitu :

a. Pendapatan Asli Daerah sendiri (PADS) yang terdiri dari beberapa pos

yaitu : pajak daerah, retribusi daerah, bagian laba usaha daerah, dan lain-

lain pendapatan yang sah.

b. Pendapatan yang berasal dari pemberian pemerintah pusat yang terdiri

dari sumbangan pemerintahan pusat serta subsidi rutin dan pembangunan.

Subsidi daerah otonom sebagai bagian dari bantuan pemerintah pusat terus

mengalami perubahan dan disesuaikan dengan sasaran pemberian bantuan

yang disebut dengan atau juga dengan istilah Dana Rutin Daerah dan Dana

Pembangunan Daerah.

c. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan

Pasal 2 UU 5/1962 tentang Perusahaan Daerah menyatakan bahwa Dalam

Undang-undang ini yang dimaksud dalam Perusahaan Daerah ialah semua

Perusahaan yang didirikan berdasarkan Undang-undang ini yang modalnya

untuk seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan, kecuali jka ditentukan lain dengan atau berdasarkan Undang –

Undang. Penjelasan Pasal 2: Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti

kekayaan daerah yang dilepaskan dari penguasaan umum yang
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dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja Daerah dan

dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertangungjawabkan tersendiri.

Pasal 7 ayat (1) menyatakan Modal Perusahaan Daerah terdiri untuk

seluruhnya atau untuk sebagian dari kekayaan Daerah yang

dipisahkan. Penjelasan Pasal 7 ayat (1): Modal Perusahaan Daerah untuk

seluruhnya atau untuk sebagian merupakan kekayaan Daerah yang

dipisahkan : hal ini adalah sesuai dengan kedudukannya sebagai badan

hukum, yang harus mempunyai kekayaan sendiri terlepas daripada

kekayaan umum Daerah dan dengan demikian dapat dipelihara terlepas

dari pengaruh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penjelasan Umum UU 5/1962 menyatakan: Pada dasarnya suatu

Perusahaan Daerah adalah perusahaan yang modalnya untuk seluruhnya

terdiri dari kekayaan daerah yang dipisahkan. Apabila Perusahaan Daerah

telah didirikan berdasarkan Undang-Undang ini, maka modal Perusahaan

terdiri untuk seluruhnya atau untuk sebagian atas kekayaan Daerah yang

dipisahkan dari Anggaran Belanja Daerah tetap masuk neraca kekayaan

Daerah.

d. Lain-lain penerimaan yang sah.

Penerimaan pembangunan sebagai komponen penerimaan yang bersumber

dari pinjaman yang dilakukan pemerintahan daerah.

Dana sektoral, jenis dana ini tidak termuat dalam APBD, namun masih

merupakan jenis penerimaan daerah dalam bentuk bantuan dari pemerintah

pusat untuk membantu pembangunan, sarana dan prasarana.
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Dari keterangan di atas diketahui bahwa sebelum adanya UU otonomi

daerah Nomor 22 dan Nomor 23 Tahun 1999 sistem pembiayaan daerah

adalah perimbangan keuangan antara pemerintahan pusat dan daerah.

Pengeluaran daerah dan pengaturan belanja diatur melalui peraturan

pemerintah No 5 Tahun 1975,   No. 6 Tahun 1975 dan Peraturan Mendagri No

2 Tahun 1994 Jo. Tahun 1996 yang mengatur tentang tata cara pelaksanaan

dan pertanggung jawaban anggaran pendapatan dan belanja daerah, akan

dikemukakan PAD sebelum otonomi daerah  oleh :

a. Pengeluaran rutin terdiri dari : belanja pegawai, belanja barang dan jasa,

belanja pemeliharaan, belanja perjalanan dinas, belanja angsuran,

sumbangan dan bantuan, pengeluaran tidak termasuk bagian lain, serta

pengeluaran tidak tersangka.

b. Belanja pembangunan merupakan belanja yang dialokasikan untuk

membiayai pekerjaan baik fisik maupun non fisik.

c. Dalam jenis belanja rutin berupa belanja barang dan jasa, belanja

pemeliharaan dan perjalanan dinas terdiri dari sub jenis pengeluaran yang

tertera dalam sistem digit.

d. Belanja rutin, terdapat belanja dengan sebutan pengeluaran tidak termasuk

bagian lain dan pengeluaran tidak tersangka yang tidak jelas tujuan

penggunaan dan pertanggung jawabannya. Prosedur pencairan pengeluaran

ini ditentukan oleh kebijakan kepala daerah masing-masing.

e. Pembiayaan belanja rutin didanai dari kemampuan PAD dan belanja

pembangunan didanai dari subsidi pemerintahan pusat.
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f. Belanja pembangunan terdiri dari pekerjaan fisik dan non fisik. Dan

terhadap pekerjaan non fisik hanya dapat dipertanggung jawabkan oleh

bukti yang memadai.

2.1.3.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD) Setelah Otonomi Daerah

Pendapatan asli daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan

yang harus selalu terus menerus di pacu pertumbuhannya.Dalam otonomi

daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan

pembangunan daerah dan juga pelayanan kepada masyarakat. Oleh sebab itu

pertumbuhan investasi di Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera perlu

diprioritaskan karena nantinya diharapkan akan memberikan dampak positif

terhadap peningkatan perekonomian di Indonesia.

Pada otonomi daerah sumber pembiayaan daerah diharapkan

didominasi oleh pendapatan asli daerah, sementara sebelum otonomi daerah

pembiayaan daerah didominasi oleh bantuan keuangan pemerintah pusat yang

di kategorikan sebagai pendapatan daerah (UU No. 5/74, pasal 55).Dalam

penjelasan Undang-Undang No. 5 Tahun 1974 dikemukakan bahwa agar

daerah dapat mengurus rumah tangganya sendiri dengan sebaik-baiknya

maka kepadanya perlu diberikan sumber-sumber pembiayaan yang

cukup.Tetapi dikarenakan tidak semua sumber pembiayaan dapat diberikan

kepada daerah maka kepada daerah diwajibkan untuk menggali segala

sumber keuangan sendiri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang

berlaku.
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Adapun yang termasuk sumber-sumber pendapatan daerah menurut

UU No.5 Tahun 1974 pasal 55 yaitu  Pendapatan Asli Daerah Sendiri

(PADS) yang terdiri dari beberapa pos pendapatan yaitu : pajak daerah,

retribusi daerah bagian laba usaha daerah, dan lain-lain pendapatan yang sah.

Sehubungan dengan objek penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten

dan Kota di Sumatera, maka komponen Pendapatan Asli Daerah akan

dijelaskan sebagai berikut :

1. Pajak daerah

2. Retribusi daerah

3. Laba BUMD

4. Penerimaan dinas

5. Penerimaan lain-lain yang sah

6. Bagi hasil pajak

7. Bagi hasil bukan pajak

Sehubungan dengan hal tersebut, untuk kemandirian suatu daerah otonomi,

maka kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatra sangat

dituntut melalui peningkatan Pendapatan Asli Daerah.Jika Pendapatan Asli

Daerah naik maka dapat dikatakan kinerja keuangan pemerintah Kabupaten dan

Kota tersebut naik (meningkat). Ada beberapa faktor yang menyebabkan kecilnya

kontribusi Pendapatan Asli Daerah tersebut terhadap total penerimaan Daerah.

1.   Adanya sumber pendapatan potensial yang digali dari suatu daerah provinsi,

tetapi masih berada di wewenang Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Sumatera
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2.  Badan Usaha Milik Daerah pada umumnya belum beroperasi secara efisien

yang tercermin pada laba bersih yang dihasilkan.

3.  Kurangnya kesadaran masyarakat membayar pajak, retribusi, dan pungutan

lainnya.

4.  Masalah peraturan-peraturan Pendapatan Asli Daerah yang perlu disesuaikan

dan disempurnakan lagi.

5.  Rendahnya tingkat dan ekonomi masyarakat yang biasanya hal ini tercermin

dalam pendapatan masyarakat.

Kemandirian pemerintah dalam membiayai daerahnya dapat diukur dari

besarnya pendapatan asli daerah dibandingkan dengan pembelanjaan daerah

kenyataannya semua daerah otonom masih menerima dana dari pusat baik itu

Dana Alokasi Umum (DAU) maupun Dana Alokasi Khusus yang diperuntukkan

untuk membiayai pembangunan daerah. Dengan melihat kenyataan ini perlu

upaya maksimal atau kinerja pemerintah ditingkatkan untuk peningkatan

pendapatan asli daerah Kabupaten dan Kota.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Halim (2002), merupakan semua

penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.Jadi dapat

ditarik kesimpulan bahwa Pendapatan Asli Daerah merupakan semua penerimaan

yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah yaitu pajak daerah, retribusi daerah,

laba BUMD, penerimaan lain-lain yang sah dan bukan dari pajak, lebih besar

kontribusi pendapatan asli daerah untuk membiayai pembangunan dan pelayanan

masyarakat maka dapat dikatakan ada peningkatan kinerja keuangan pemerintah

daerah.
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Dalam ketentuan pasal 5 ayat (1) UU No. 22/99 menggariskan soal pembentukan

daerah. “ Daerah dibentuk berdasarkan pertimbangan kemampuan ekonomi,

potensi daerah, sosial budaya, sosial politik, jumlah penduduk, luas daerah, dan

pertimbangan lain yang memungkinkan terselenggaranya otonomi daerah “. Lebih

lanjut dalam ketentuan pasal 6 ayat (1) dan (2) UU No. 22/99 disebutkan bahwa

daerah dapat dihapus atau digabung dengan daerah lain, dan daerah otonom dapat

dimekarkan menjadi lebih dari satu daerah jika dipandang sesuai dengan

perkembangan daerah. Regulasi ini memang memberi ruang yang lebih leluasa

bagi terbentuknya daerah baru. Dalam UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah

Daerah sebenarnya pemerintah sudah sedikit ketat dan tegas dalam pemekaran

daerah. Hal ini bisa dilihat dalam ketentuan tentang penggabungan daerah-daerah

yang sudah dimekarkan bila ternyata tidak mencapai standar minimal hasil kinerja

yang seharusnya. Meski sudah diatur dalam yuridis formal, dalam

implementasinya penggabungan daerah tersebut belum pernah dilakukan oleh

pemerintah pusat. Pada akhirnya yang terjadi justru “pertambahan” daerah otonom

baru sebagai akibat adanya pemisahan bagian wilayah tertentu.
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1.2. Review Penelitian Terdahulu

Tabel 2.2
Ringkasan Penelitian Terdahulu

No. Judul Nama Penulis Metode Penelitian Variabel Penelitian Hasil Penelitian

1. Pengaruh Karakteristik
Pmerintah Daerah dan Hasil
Pemeriksaan Audit BPK
Terhadap Kinerja Keuangan
Kabupaten/Kota di Pulau Jawa

Nandhya, Kurniasih
(2007)

Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : Total
asset, PAD, DAU, Realisasi
belanja daerah, Ukuran
legislative, Temuan audit, Opini
Audit.

Variable Independen : Kinerja
keuangan Kab./kota

Ukuran pemda; tingkat kekayaan daerah;
dan opini audit tidak berpengaruh
signifikan terhadap kinerja keuangan
pemerintah  daerah di Pulau Jawa.
Sedangkan tingkat ketergantungan pada
pemerintah pusat dan jumlah belanja
daerah berpengaruh positif signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah, serta ukuran legislatif dan temuan
audit berpengaruh negatif signifikan
terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah di Pulau Jawa.

2. Pengaruh Karakteristik
Pmerintah Daerah dan Temuan
Audit BPK Terhadap Kinerja
Keuangan Kabupaten/Kota di
Indonesia Tahun  Anggaran
2007

Widya, Debby (2008) Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : Ukuran
pemda, Tingkat kekayaan
pemda, Tingkat ketergantungan
pemda, Belanja daerah, Temuan
audit

Variable Independen : Kinerja
keuangan Kab./kota

Hasil dari penelitian ini membuktikan
bahwa semua variabel karakteristik Pemda
dan juga temuan audit BPK berpengaruh
signifikan terhadap variabel independen
dengan arah yang sesuai dengan hipotesis
kecuali untuk variabel belanja daerah.
Variabel ukuran daerah, kekayaan daerah
dan tingkat ketergantungan daerah
terhadap pemerintah pusat berpengaruh
positif terhadap skor kinerja Pemda
sedangkan variabel belanja daerah dan
temuan audit BPK berpengaruh negatif
terhadap skor kinerja Pemda.

3. Faktor-Faktor yang
Mempengaruhi Kinerja
Pemeirntah Daerah

Sri, Intan (2008) Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : Ukuran
pemda, PAD, Dana
perimbangan (DAU), Leverage,
Belanja daerah, Jumlah

- Secara bersama-sama  ariabel ukuran
/size pemda, PAD, belanja daerah,
pinjaman, DAU, jumlah penduduk, dan
hasil audit BPK berpengaruh signifikan
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penduduk, Hasil audit BPK

Variable Independen : Kinerja
pemerintah daerah

terhadap kinerja pemerintah daerah
karena nilai signifikansinya di bawah
0,05.

- Secara parsial PAD dan jumlah
penduduk berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pemerintah daerah

- Ukuran/size, DAU, belanja daerah,
pinjaman, dan hasil audit BPK tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
pemerintah daerah

4. Analisis Pengaruh PAD
terhadap Kinerja Keuangan
pada Pemerintah Kab/Kota di
Provinsi Sumatera Selatan

Wenny (2012) Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : Pajak
daerah, Retribusi Daerah, Laba
BUMD, Pendapatan lain2 yang
sah.

Variable Independen : Kinerja
keuangan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara
simultan
berpengaruh signifikan terhadap kinerja
keuangan
pada pemerintah kabupaten dan kota di
Provinsi
Sumatera Selatan, artinya keseluruhan dari
komponen PAD sangat mempengaruhi
kinerja keuangan pada pemerintah
kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera
Selatan sesuai dengan prinsip-prinsip
otonomi daerah. Penelitian juga dilakukan
untuk melihat bagaimana pengaruh
Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara
parsial terhadap kinerja keuangan pada
pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi
Sumatera Selatan.

5. Pengaruh Belanja Modal,
Intergovernmental
Revenue,Leverage, Size dan
PAD Terhadap Kinerja
Keuangan Pemerintah Daerah
Kab/Kota di Pulau Jawa Tahun
2014

Novyandra (2014) Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : Belanja
modal, intergovernmental
revenue, leverage, size, PAD

Variable Independen : Kinerja
keuangan pemda

Hasil penelitian menunjukkan bahwa
belanja modal dan ntergovernmental
revenue berpengaruh signifikan terhadap
kinerja keuangan pemerintah daerah
kab/kota di Pulau Jawa. Sedangkan size,
leverage dan PAD tidak berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah kab/kota di Pulau Jawa.

6. Pengaruh Karakteristik Aziz (2014) Kuantitatif dengan regresi Variabel Depennden : Size, Ukuran (size), intergovernmental revenue



33

Pemerintah Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan Pemerintah
Daerah (Studi Pada Kab/Kota di
Jawa Timur)

linear berganda intergovernmental revenue,
Belanja modal

Variable Independen : Kinerja
keuangan pemda

dan belanja daerahterbukti berpengaruh
terhadap kinerja keuangan pemerintah
daerah Kab/Kota di Jawa Timur

7. Pengaruh Karakteristik
Pemerintah Daerah Terhadap
Kinerja Keuangan Pemrintah
Daerah

Sumarjo (2010) Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : Size
Pemda, Kemakmuran Pemda,
Ukuran legislative, Leverage,
intergovernmental revenue,
Belanja modal

Variable Independen : Kinerja
keuangan pemda

Hasil penelitian menunjukkan variable
size, leverage dan intergovernmental
revenue berpengaruh positif terhadap
kinerja keuangan daerah.
Variable kemakmuran dan ukuran
legislative tidak berpengaruh terhadap
kinerja keuangan daerah.

8. Anilisis Pendapatan Asli
Daerah (PAD) dan Faktor-
Faktor yg Mempengaruhinya
dalam Upaya Pelaksanaan
Otonomi Daerah di Kabupaten
Kediri

Santosa, Rahayu (2011) Kuantitatif dengan regresi
linear berganda

Variabel Depennden : PDRB,
Jumlah penduduk, Jumlah
pengeluaran pembangunan

Variable Independen : PAD

Hasil penelitian menunjukkan variable
PDRB, jumlah penduduk dan jumlah
pengeluaran pembangunan berpengaruh
signifikan terhadap PAD.

9. Efektivitas dan Kemandirian
Keuangan Daerah Otonom
Kabupaten/Kota di Provinsi
Bali Tahun 2002 - 2006

Dwirandra (2012) Kuantitatif dengan analisis
rasio dan analisis tren

Variabel Depennden :
Efektivitas dan Kemandirian
Keuangan

Variable Independen :
Keuangan Daerah Otonom

Hasil penelitian ini adalah
Daerah otonom dalam periode tersebut
masuk dalam kategori keuangan yang
efektif dengan rasio efektivitas keuangan
(EKD) berkisar dari 75,01 % sampai
dengan di atas 100%.

Kemandirian keuangan yang sedang (rasio
KKD lebih dari 50% sampai dengan 75%)
dan rendah (rasio KKD lebih dari 25%
sampai dengan 50%) masing-masing
hanya satu kabupaten/kota,

Pada tahun 2006, dibandingkan dengan
tahun 2002, trend efektivitas keuangan
semakin baik.

10. Government Expenditures Sjoberg (2011) Kuantitatif dengan regresi Variabel Depennden : Efek Hasil dari penelitian ini adalah
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Effect on Economic Growth
The Case Sweden 1960-2001

belanja pemerintah

Variable Independen :
Pertumbuhan ekonomi

menyarankan agar pemerintah Swedia
tidak membelanjakan secara berlebihan
dan sesuai fungsinya, karena hal ini dapat
memperlambat pertumbuhan ekonomi.

11. Chacteristic Local Government
and Governmnet Performance :
An Emperical Examination of
The Local Government in
Indonesia

Sunaryo, Ghofar (2015) Kuantitatif dengan regresi Variabel Depennden : size,
PAD, total aset, DAU, Belanja
modal

Variable Independen : Kinerja
pemerintah

Hasil penelitian ini adalah variable size
dan PAD berpengaruh positif terhadap
kinerja pemerintah daerah. Sedangkan
variabel total asset,DAU dan belanja
modal tidak berpengaruh terhadap kinerja
pemerintah daerah.

12. Fiscal Desentralization and
Economic Growth
Reconsidered

Thornton (2015) Kuantitatif dengan regresi Variabel Depennden : Pajak,
Investasi, populasi usia kerja

Variable Independen :
Pertumbuhan ekonomi

Variabel Dummy : Struktur
pemerintah

Hasil empiris dari penelitian ini adalah
ketika ukuran desentralisasi terbatas pada
pendapatan daerah dengan otonomi penuh,
dampaknya pertumbuhan ekonomi di
negara2 OECD secara statistic tidak
signifikan.

13. Fiscal Decentralization and
Economic Growth in China

Lin, Liu (2010) Kuantitatif dengan regresi Variabel Depennden :
Desentralisasi fiskal, system
pertangungjawban, produk
pertanian & yang bukan,
kapasitas keuangan, PDB,
jumlah penduduk, total
penduduk urban

Variable Independen :
Pertumbuhan ekonomi

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa
desentralisasi fiscal berpengaruh signifikan
terhadap pertumbuhan ekonomi di Cina.
Hasil ini menggambarkan dua kesimpulan:
- System pertanggungjawaban di sector

daerah dan privatisasi sector industry
telah menngkatkan pertumbuhan
ekonomi di Cina.
- Berdasarka data, desentralisasi fiscal

telah meningkatkan pertumbuhan
ekonomi di Cina, terutama pada efisiensi
alokasi sumberdaya dibandingkan
investasi

14. Public Spending and Outcomes
: Does Governance Matter?

Rajkumar, Swaroop
(2011)

Regresi OLS Variabel Depennden : Tingkat
kematian dibawah usia 5 tahun.

Variable Independen :
Pengeluaran kesehatan publik,
tingkat korupsi pemerintahan

Hasil riset menemukan bahwa pengeluaran
kesehatan masyarakat memiliki dampak
negatif yang kuat pada kematian anak di
negara dengan pemerintahan yang baik.
Tingkat korupsi turun sejalan dengan
meningkatnya kualitas pemerintah.
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Dengan meningkatnya kualitas pemerintah
berdampak pada kualitas pelayanan pada
masyarakat yang semakin membaik. Juga
berpengaruh terhadap kinerja keuangan
pemerintah. Belanja publik untuk
kesehatan menjadi lebih efektif
menurunkan angka kematian anak.

15. The Relationship Between
Budgetary Eavaluation, Firm
Size and Performance

Elhamma (2015) Regresi Variabel Depennden : Kinerja
perusahaan

Variable Independen : Evaluasi
anggaran, ukuran perusahaan

Hasil penelitian menemukan bahwa
evaluasi anggaran dan ukuran perusahaan
berpengaruh positif terhadap kinerja
perusahaan. Pada penelitian ini
menggunakan ukuran perusahaan dengan
proksi modal dan jumlah karyawan.

16. Government Size Composition,
Volatility and Economic
Growth

Afonso, Furcerri (2008) Regresi Variabel Depennden :
Pertumbuhan ekonomi

Variable Independen : Ukuran
pemerintah

Ukuran pemerintah merupakan variabel
determinan dari pertumbuhan ekonomi di
negara anggota OECD dan EU. Dengan
demikian juga mempengaruhi kinerja
keuangan pemerintah, dimana peningkatan
pertumbuhan ekonomi terkait dengan
peningkatan pendapatan. Semakin besar
ukuran pemerintah maka semakin besar
pula biaya politik yang dikeluakan. Hal ini
terkait dengan teori political cost.

Sumber : Data diolah
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1.3. Pengembangan Hipotesis

2.3.1. Kerangka berpikir

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah

penelitian, dimana rumusan masalah telah dinyatakan dalam bentuk pertanyaan.

Hipotesis dirumuskan atas dasar kerangka pikir yang merupakan jawaban

sementara yang telah dirumuskan dan akan diuji kebenarannya (Sekaran, 2011).

Dalam hubungannya dengan pendapatan asli daerah ini, Pemerintah Provinsi di

pulau Sumatera dalam menentukan PAD setiap Pemerintah Kabupaten dan Kota

bersumber dari: pajak daerah, retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan, lain-

lain pendapatan yang sah.

Secara konseptual perubahan pendapatan dalam APBD akan

berpengaruh  terhadap  belanja. Perubahan PAD berpengaruh secara signifikan

terhadap kinerja keuangandaerah.(Rokhim Novyandra 2014).Kinerja yang tidak

benar adalah perilaku dalam pembuatan keputusan alokasi belanja dan preferensi

yang mengarah pada alokasi belanja yang dapat memberikan keuntungan pribadi

(Widya Astuti Mustikarini, Debby Fitriasari 2008).Fenomena penyusun PAD

dapat dilihat dari pengalokasian anggaran yang lebih mengarah pada preferensi

yang menguntungkan pihak tertentu, sehingga kebutuhan masyarakat tidak

menjadi prioritas utama.Berdasarkan hal tersebut, maka kerangka berpikir dalam

penelitian ini dapat digambarkan seperti pada gambar berikut.
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Gambar 1

Kerangka Pikir Penelitian

ANALISA PENGARUH PENDAPATAN ASLI
DAERAH TERHADAP KINERJA KEUANGAN

PEMERINTAH KAB/KOTA DI PULAU
SUMATERA

Masalah
Kajian Teoritis
Teori Keagenan

Kajian Empiris

Nandhya Marfiana, Widya
Astuti Mustikarini, Sri
rustiyaningsih, Cherya dhia
wenny, Rokhim novyandra,
Asmaul aziz, Hendro sumarjo,
Pubayu budi santoso, A.A.N.B.
Dwirandra, Kunti sunaryo, John
Thornton, Justin yifu lin,
Andrew suni rajkumar, Azzouz
Elhamma, Antonio Afonso,
Davide Furcerri

1. Terdapat pengaruh positif Pajak daerah terhadap KK
2. Terdapat pengaruh positif Retribusi daerah terhadap

KK
3. Terdapat pengaruh positif Kekayaan Daerah terhadap

KK
4. Terdapat pengaruh positif Lain Pendapatan yang sah

terhadap KK

Pengujian Statistik

Hasil Penelitian

Pembahasan

Simpulan dan Saran
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2.3.2. Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Kekayaan yang
dipisahkan, lain-lain pendapatan yang sah terhadap Kinerja Keuangan
(Rasio Efisiensi)

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah daerah berdasarkan peraturan

perundang-undangan yang berlaku ditetapkan melalui peraturan daerah.Pungutan

ini dikenakan kepada semua objek seperti orang / badan dan benda bergerak/tidak

bergerak.Retribusi Daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran /

pemakaian karena memperoleh jasa yang diberikan oleh daerah atau dengan kata

lain retribusi daerah adalah pungutan yang dilakukan sehubungan dengan suatu

jasa atau fasilitas yang diberikan secara langsung dan nyata. Pengelolaan

Kekayaan Daerah yang dipisahkan berarti kekayaan daerah yang dilepaskan dari

penguasaan umum yang dipertanggung jawabkan melalui anggaran Belanja

Daerah dan dimaksudkan untuk dikuasai dan dipertangung jawabkan

tersendiri.Kekayaan diartikan sebagai sumber daya berupa harta.Definisi harta

dalam perspektif akuntansi adalah kekayaan yang dimiliki oleh perusahaan dalam

berbagai bentuk baik wujud dan tak berwujud dan terdiri atas beberapa jenis

(akun-akun) tertentu. Harta merupakan kekayaan dalam semua bentuk termasuk

piutang, sewa di bayar dimuka, investasi pada usaha orang lain (Warren, 2014).

Aktiva atau yang biasa juga disebut Aset merupakan kekayaan (sumber

daya) yang dimiliki oleh entitas bisnis yang bisa diukur secara jelas menggunakan

satuan uang serta sistem pengurutannya berdasar pada seberapa cepat

perubahannya dikonversi menjadi satuan uang kas.Aktiva dalam akuntansi

umumnya dikelompokkan ke dalam tiga bagian; aset lancar, aset tetap dan aset tak

berwujud (Warren, 2014).
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Menurut Undang-Undang No.33 Tahun 2004, Pendapatan Asli Daerah

merupakan sumber penerimaan daerah asli yang digali di daerah tersebut untuk

digunakan sebagai modal dasar Pemda dalam membiayai pembangunan dan

usaha-usaha daerah untuk memperkecil ketergantungan dana dari pemerintah

pusat. Pendapatan Asli Daerah terdiri atas pajak daerah, retribusi daerah, hasil

pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan daerah

yang sah.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan tulang punggung pembiayaan

daerah. Karena itu, kemampuan suatu daerah menggali PAD akan mempengaruhi

perkembangan dan pembangunan daerah tersebut. Di samping itu semakin besar

kontribusi PAD terhadap APBD, maka akan semakin kecil pula ketergantungan

terhadap bantuan pemerintah pusat. Sumber keuangan yang berasal dari PAD

lebih penting dibanding dengan sumber yang berasal dari luar PAD.Karena PAD

dapat dipergunakan sesuai dengan kehendak dan inisiatif pemerintah daerah demi

kelancaran penyelenggaraan urusan daerahnya (Juliawati et al., 2012).

Kemakmuran (wealth) berhubungan dengan kekayaan dari pemerintah

daerah dapat dilihat dariPendapatan Asli Daerah (PAD) (Abdullah, 2004;

Novyandra, 2016).Saragih (2003) menjelaskan bahwa peningkatan PAD

sebenarnya merupakan akses dari pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan yang

positif mendorong adanya investasi sehingga secara bersamaan investasi tersebut

akan mendorong akan adanya perbaikan infrastruktur daerah. Infrastruktur daerah

yang baik serta investasi yang tinggi di suatu daerah akan meningkatkan PAD

pemerintah daerah tersebut. Peningkatan PAD hendaknya didukung dengan
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peningkatan kualitas layanan publik. Meningkatnya jumlah PAD dan kualitas

layanan mencerminkan kinerja keuangan dan kinerja manajerial yang baik (Adi,

2006; Wenny 2012). Laporan evaluasi kinerja pemerintah di China

mengindikasikan bahwa faktor penting lainnya selain PDB sebagai indikator

pendapatan adalah tingkat pembangunan, tingkat pertumbuhan, etos kerja, dan

faktor lainnya (Lin, et. al., 2010). Dan Lin, et. al. (2010) menyatakan hasil

penelitiannya bahwa pendapatan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap

kinerja di Cina.

Penelitian Mustikarini (2007) menyatakan bahwa tingkat kekayaan

berpengaruh positif signifikan terhadap kinerja keuangan. Penelitian Wenny

(2012) menyatakan bahwa PAD secara simultan berpengaruh siginifikan terhadap

kinerja keuangan. Begitu pula dengan hasil penelitian Rustiyaningsih (2014)

menyatakan bahwa Pendapan Asli Daerah berpengaruh signifikan terhadap kinerja

pemda.Diperkuat dengan hasil penelitian Sunaryo (2015) yang menyatakan bahwa

PAD berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

Peningkatan pendapatan daerah akan menambah kekayaan daerah

sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan terhadap masyarakat. Kualitas

layanan publik yang baik mencerminkan kinerja keuangan yang baik.Penerimaan

Lain-lain PAD yang sah, Lain-lain PAD yang bukan   pajak dan retribusi yang sah

yaitu penerimaan daerah yang berasal dari penerimaan dinas-dinas yang tidak

merupakan penerimaan dari pajak dan retribusi daerah, misalnya dari Dinas

Pertanian, Dinas Pekerjaan Umum dan Dinas LLAJ dan penerimaan lain-lain yaitu

hasil penjualan milik daerah, penjualan barang-barang bekas, cicilan rumah yang
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dibangun oleh pemerintah daerah, penerimaan jasa dan giro-giro lain. Dengan

demikian didapat hipotesissebagai berikut :

H1: Pajak daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

H2: Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

H3:Kekayaan Daerah berpengaruh positif terhadap kinerjaKeuangan.

H4:Lain-lain Pendapatan yang sah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan.

2.4. Kerangka Konsep Penelitian

Kinerja keuangan daerah adalah sebagaimana kemampuan pemerintah daerah

untuk menghasilkan kinerja keuangan daerah melalui penggalian kekayaan asli

daerah yang dikatakan sebagai pendapatan asli daerah yang harus terus menerus

dipacu pertumbuhannya oleh pemerintah daerah. Jumlah dan kenaikan kontribusi

PAD akan sangat berperan dalam kemandirian pemerintah daerah yang dapat

dikatakan sebagai kinerja pemerintah daerah.

Kinerja ini dapat dilihat melalui sasaran yang telah tercapai dalam

pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat melalui

pemanfaatan PAD (Pajak Daerah, Retribusi Daerah, Pendapatan Daerah Laba

BUMD, dan Lain-lain pendapatan yang sah).
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Berdasarkan rumusan penelitian dan penelitian sebelumnya, maka kerangka

berpikir dalam penelitian yang menjelaskan hubungan antara variabel independen

dan variabel dependen digambarkan sebagai berikut :

(+)

(+)

(+)

(+)

Gambar 2.1
Kerangka Konsep Penelitian

Rasio Pajak Daerah

Rasio Retribusi Daerah

Rasio Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan

Rasio Lain-lain
Pendapatan yang Sah

Kinerja Keuangan

(Y)
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BAB III
METODE PENELITIAN

3.1.Populasidan Sample Penelitian

Penelitian yang dilakukan di seluruh Kabupaten dan Kota di Sumatera ini

bertujuan untuk menguji hipotesis yang dibangun berdasarkan teori-teori yang

melandasinya. Dengan demikian penelitian ini termasuk dalam kelompok

penelitian deduktif atau deductive research.

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh bentuk

penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten dan Kota di Provinsi Lampung

yang termasuk dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) mulai tahun 2010 sampai

dengan tahun 2015. Jadi seluruh populasi dijadikan sampel. Sampel yang dipakai

di penelitian ini ada 135 daerah Kabupatendan Kota yang terdiri dari 104

Kabupaten dan 31 Kota di Sumatera.

Dalam penelitian ini peneliti menganalisa pengaruh Pendapatan Asli

Daerah (PAD) terhadap kinerja keuangan dengan sistem kinerja keuangan adalah

pajak daerah, pajak retribusi, penerimaan laba BUMD, dan penerimaan lain-lain

yang sah bukan pajak sebagai variabel bebas dan kinerja keuangan daerah sebagai

variabel tidak bebas.

Penelitian ini difokuskan pada Pemerintah Kabupaten dan Kota di

Sumatra dengan pertimbangan sebagai berikut :
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1. Sejak tahun 2010 otonomi daerah telah defenitif berlaku, dimana pembiayaan

daerah lebih ditekan pada sumber-sumber PAD, namun secara efektif hal ini

belum terlaksana.

2. Kemampuan daerah untuk menghasilkan PAD adalah kinerja keuangan

pemerintah daerah yang sangat dituntut di dalam otonomi daerah.

3. Data yang dibutuhkan untuk analisa penelitian dapat diperoleh dari data

sekunder, yaitu realisasi Pendapatan Asli Daerah dan realisasi komponen

Pendapatan Asli Daerah, Belanja Pembangunan Daerah non pegawai sejak

tahun 2014-2015.

4. Lokasi penelitian di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Kota di Sumatera.

3.2. Sumber Data

Menurut Sekaran (2011) data dapat diperoleh dari sumber primer atau

sekunder. Data primer mengacu pada informasi yang diperoleh dari tangan

pertama oleh peneliti yang berkaitan dengan variabel minat untuk tujuan spesifik

studi dan data sekunder mengacu pada informasi yang dikumpulkan dari sumber

yang telah ada.

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder,  yaitu

data yang diperoleh dari laporan-laporan keuangan seperti realisasi PAD, realisasi

pajak daerah, retribusi daerah, Kekayaan yang dipisahkanserta pendapatan lain

yang sah dan bukan pajak tahun 2014 sampai dengantahun 2015, dan belanja

pembangunan non pegawai. Pada penelitian ini data sekunderdidapat dari website

www.djpk.depkeu.go.id 2014-2015.
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3.3. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Tabel 3.3
Definisi Operasional Variabel

Variabel
Penelitian

Definisi Operasional Rumus

- Rasio
Pajak Daerah
(X1)

- Rasio
Retribusi
Daerah
(X2)

- Rasio
Kekayaan
Daerah yang
dipisahkan
(X3)

- Rasio
Lain-lain
pendapatan
yang sah
(X4)

Pungutan yang dilakukan oleh pemerintah
Kab/kota berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku yang ditetapkan melalui peraturan
Pemerintah Daerah. Contohnya: Pajak hotel, Pajak
restoran, Pajak hiburan, Pajak reklame, Pajak
penerangan jalan, Parkir dan dana bagi hasil dari
Pajak ABT (Air Bawah Tanah).

Pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kab/kota berdasarkan peraturan-peraturan yang
berlaku dan ditetapkan melalui peraturan
Pemerintah Daerah. Dalam penelitian ini retribusi
daerah didefenisikan sebagai penerimaan yang
berasal dari masyarakat karena telah diberikannya
fasilitas jasa.

Penerimaan dari laba badan usaha milik
Pemerintah daerah di mana pemerintah tersebut
bertindak sebagai salah satu pemiliknya.

Penerimaan bukan pajak dan retribusi yang berasal
dari hasil penjualan milik daerah, Jasa giro,
Sumbangan pihak ketiga, Penerimaan ganti rugi
atas pembayaran daerah, Setoran kelebihan
pembayaran kepada pihak ketiga, Denda
keterlambatan pelaksanaan pekerjaan daerah,
Angsuran cicilan rumah dinas.

Rasio
Pajakdaerah/PAD X
100%

Rasio
Retribusidaerah/PAD X
100%

Rasio Kekayaan yang
dipisahkan/PAD X 100%

Rasio Lain-lain
pendapatan yang
Sah/PAD X 100%

Kinerja
Keuangan
Pemerintah
Daerah (Y)

Salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk
melihat kemampuan daerah dalam menjalankan
otonomi daerah.

Terukurnya kinerja
keuangan pemerintah
daerah. Diukur dengan
rumus :

Efisiensi = Realisasi
Pendapatan/Realisas
Belanja atau
MemperolehPendapatan
(Rowan Jones 2000)



46

Sumber : Data diolah

3.4. Metode PengumpulanData

Metodepengumpulan data menggunakan analisis dokumen. Berikut uraian

sumber data dari masing-masing variable penelitian:

Tabel3.4
Variabel Penelitian dan Sumber Data

Variabel Penelitian Sumber Data

KinerjaKeuanganDesa(Y) www.djpk.depkeu.go.id 2014-2015.

Pajak Daerah (X1) www.djpk.depkeu.go.id 2014-2015.

Retribusi Daerah (X2) www.djpk.depkeu.go.id 2014-2015.

Kekayaan yang
dipisahkan(X3)

www.djpk.depkeu.go.id 2014-2015.

Lain-lain Pendapatan
yang Sah(X4)

www.djpk.depkeu.go.id 2014-2015.

Sumber : Data diolah

3.5. Alat Analisis

Teknis analisis penelitian ini adalah analisis data panel. Data panel

merupakan penggabungan dari data time series dan cross section. Data time series

berupa data PemerintahKab/Kota di pulau Sumatera yang dimulai dari tahun 2014

sampai dengan tahun 2015 dan data cross-section yaitu 135daerahyang telah

melalui kriteria penyampelan data.

Pengolahan data penelitian ini akan menggunakan alat uji statistik eviews9,

hasilnya kemudian dilakukan analisis sehingga diperoleh temuan-temuan dan

saran-saran yang diberikan oleh penulis.Data dengankarakteristikpanel adalah data

yang berstruktur urut waktu sekaligus cross section. Data semacam ini memiliki
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keunggulan terutama karena bersifat robust terhadap beberapa tipe pelanggaran

asumsi Gauss Markov, yaitu heterokedastisitas dan normalitas (Wooldridge, 2003;

Ariefianto, 2012). Disamping itu dengan perlakuan tertentu struktur data seperti

ini dapat diharapkan dapat memberikan informasi yang lebih banyak.

Analisis Regresi Data Panel

Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data panel seperti telah

diungkapkan sebelumnya. Data tersebut diregresikan menggunakan tiga Model

regresi diantaranya adalah common effect model yaitu model kuadat terkecil, fixed

effect model merupakan model dengan pendekatan efek tetap, dan random effect

model yaitu pendekatan dengan efek acak. Dari ketiga model tersebut untuk

mendapatkan model yang terbaik untuk penelitian ini, maka terlebih dahulu

dilakukan pengujian terhadap masing-masing model (Widarjono, 2009).Pengujian

untuk memilih model common effect dan fixed effect dapat melakukan uji chow,

apabila hasil dari pengujian terpilih model fixed effect maka langkah selanjutnya

adalah menguji model fixed effect dengan random effect menggunakan uji

Hausman specification test (Widarjono, 2009).

Common Effect Model

Merupakan pendekatan model data panel yang paling sederhana karena

hanya mengkombinasikan data time series dan cross section. Pada model ini tidak

diperhatikan dimensi waktu maupun individu, sehingga diasumsikan bahwa

perilaku data perusahaan sama dalam berbagai kurun waktu. Metode ini bisa

menggunakan pendekatan Ordinary Least Square (OLS) atau teknik kuadrat

terkecil untuk mengestimasi model data panel (Widarjono, 2009).
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Fixed Effect Model

Model ini mengasumsikan bahwa perbedaan antar individu dapat

diakomodasi dari perbedaan intersepnya. Untuk mengestimasi data panel model

Fixed Effects menggunakan teknik variable dummy untuk menangkap perbedaan

intersep antar perusahaan, perbedaan intersep bisa terjadi karena perbedaan

budaya kerja, manajerial, dan insentif. Namun demikian slopnya sama antar

perusahaan. Model estimasi ini sering juga disebut dengan teknik Least Squares

Dummy Variable (LSDV) (Widarjono, 2009).

Random Effect Model

Model ini akan mengestimasi data panel dimana variabel gangguan

mungkin saling berhubungan antar waktu dan antar individu. Pada model Random

Effect perbedaan intersep diakomodasi oleh error terms masing-masing

perusahaan. Keuntungan menggunkan model Random Effect yakni menghilangkan

heteroskedastisitas. Model ini juga disebut dengan Error Component Model

(ECM) atau teknik Generalized Least Square (GLS) (Widarjono, 2009).

Menentukan Model Terbaik

Widarjono (2009) menjelaskan untukmemilih model yang paling tepat

digunakan dalam mengelola data panel, terdapat beberapa pengujian yang dapat

dilakukan yakni:
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1. Uji Chow

Chow test yakni pengujian untuk menentukan model Fixed Effet atau

Random Effect yang paling tepat digunakan dalam mengestimasi data panel.

Hipotesis dalam uji chow adalah:

H0: Common Effect Model atau pooled OLS

H1: Fixed Effect Model

Dasar penolakan terhadap hipotesis diatas adalah dengan membandingkan

perhitungan F-statistik dengan F-tabel. Perbandingan dipakai apabila hasil F

hitung lebih besar (>) dari F tabelmaka H0 ditolak yang berarti model yang

paling tepat digunakan adalah Fixed Effect Model. Begitupun sebaliknya,

jika F hitung lebih kecil (<) dari F tabelmaka H0 diterimadan model yang

digunakanadalahCommonEffectModel.

2. Uji Hausman

Hausman test adalah pengujian statistic untuk memilih apakah model Fixed

Effect atau Random Effect yang paling tepat digunakan. Pengujian uji

Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0: Random Effect Model

H1:Fixed Effect Model

Statistik Uji Hausman ini mengikuti distribusi statistic Chi Square dengan

degree of freedom sebanyak k, dimana k adalah jumlah variabel independen.

Jika nilai statistik Hausman lebih besar dari nilai kritisnya maka H0 ditolak

dan model yang tepat adalah model Fixed Effect sedangkan sebaliknya bila



50

nilai statistik Hausman lebih kecil dari nilai kritisnya maka model yang tepat

adalah model Random Effect.

3. Uji Lagrange Multiplier

Untuk mengetahui apakah model Random Effect lebih baik dari pada metode

Common Effect (OLS) digunakan uji Lagrange Multiplier (LM). Pengujian uji

Hausman dilakukan dengan hipotesis berikut:

H0:Common Effect Model

H1:RandomEffect Model

Uji LM ini didasarkan pada distribusi chi-squares dengan degree of

freedom sebesar jumlah variabel independen. Jika nilai LM statistik lebih

besar dari nilai kritis statistik chi-squares maka kita menolak hipotesis nul,

yang artinya estimasi yang tepat untuk model regresi data panel adalah

metode Random Effect dari pada metode Common Effect. Sebaliknya jika

nilai LM statistik lebih kecil dari nilai statistik chi-squares sebagai nilai kritis,

maka kita menerima hipotesis nul, yang artinya estimasi yang digunakan

dalam regresi data panel adalah metode Common Effect bukan metode

Random Effect.
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4. Uji Statistik T

Uji t difokuskan pada parameter slope (koefisien regresi). Uji t yang dimaksud

adalah uji koefisien regresi. Hasil uji t dapat dilihat pada tabel di atas.

Keputusan yang dapat diambil dari uji t ini adalah sebagai berikut (Gujarati dan

Porter, 2015).

(1) Apabila nilai prob. t hitung (ditunjukkan pada Prob.) lebih kecil dari

tingkat kesalahan (α) 0,05 (yang telah ditentukan) maka dapat dikatakan

bahwa variabel bebas berpengaruh signifikan terhadap variabel terikatnya.

Apabila nilai prob. t hitung lebih besar dari tingkat kesalahan 0,05 maka

dapat dikatakan bahwa variabel bebas tidak berpengaruh signifikan terhadap

variabel terikatnya.
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3.6. Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan dengan analisis regresi linear

berganda menggunakan Eviews9. Regresi linear berganda digunakan untuk

menguji apakah terdapat pengaruh variabel-variabel independen terhadap

variabel dependen. Dengan α = 5% maka persamaan regresi linear berganda

dapat dirumuskan sebagai berikut:

Yit = a +a1X1it + a2X2it + a3X3it +t a4X4it+ εit

Keterangan :

Y = Kinerja keuangan Kab/Kota

a = konstanta

X1 = Pajakdaerah

X2 = Retribusidaerah

X3 = Kekayaan yang dipisahkan

X4       =   Lain-lain pendapatan yang Sah

i = Daerah

t = 2014, 2015

εit = residual error

a1-a2 = Koefisien parameter
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BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

5.1. Simpulan

Hasil peneliitian menunjukan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

berpengaruh secara siknifikan terhadap Kinerja Keuangan pemerintah

daerah, hal ini dapat dilihat dari unsur unsur PAD yaitu:

1. Pajak Daerah tidak berpengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah

kabupaten/kota di Pulau Sumatera;

2. Retribusi Daerah berpengaruh positif terhadap kinerja keuangan

pemerintah kabupaten/kota di Pulau Sumatera, Penerimaan retribusi

yang tinggi mampu meningkatkan kinerja keuangan pemerintah.

3. Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan tidak berpengaruh

positif terhadap kinerja keuangan pemerintah kabupaten/kota di Pulau

Sumatera;
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4. Lain-lain pendapatan yang Sah berpengaruh positif terhadap kinerja

keuangan pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera,

Penerimaan Lain-lain pendapatan Sah yang tinggi mampu

meningkatkan kinerja keuangan pemerintah yang baik.

5.2. Keterbatasan Penelitian

1. Penelitian ini mengabaikan faktor-faktor politik yang mungkin juga

mempengaruhi penelitian.

2. Penelitian atau data observasi yang digunakan hanya pada Kabupaten

dan Kota di Pulau Sumatera, sehingga belum dapat mewakili seluruh

kabupaten dan kota di Indonesia.

5.2. Saran

Dari pembahasan dan kesimpulan yang diperoleh maka peneliti

memberikan saran sebagai berikut :

1. Bagi pemerintah Kabupaten dan Kota di Pulau Sumatera, sebaiknya

berkonsentrasi untuk dapat lebih meningkatkan dan menggali sumber–

sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun tidak memberatkan

iklim usaha di daerah dengan cara sebagai berikut:

a. Penyuluhan masyarakat

b. Pelayanan terpadu satu atap

c. Komputerisasi atau life skill di bidang IT ditingkatkan

d. Membantu dan meningkatkan fasilitas masyarakat di daerah.
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2. Bagi penelitian selanjutnya untuk waktu yang akan datang, agar

penelitian yang sejenis dimungkinkan sebaiknya pajak daerah,

retribusi daerah, kekayaan yang dipisahkan, lain-lain pendapatan yang

sah juga dijabarkan secara lebih luas sehingga dapat dilihat bagaimana

pengaruh efektifitas Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap

peningkatan kinerja keuangan pemerintah kabupaten dan kota di Pulau

Sumatera.
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